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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 10 TAHUN 2014 
TENTANG 

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6) 
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan 
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
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Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN 
PENGAWAS RUMAH SAKIT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat 
darurat. 

2. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan 
Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang 
melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal 
yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur 
masyarakat.  

3. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau Badan 
Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLU/BLUD 
adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas 
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang 
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan negara/keuangan daerah pada umumnya. 

4. Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) adalah peraturan 
organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis 
Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka 
penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang baik (good corporate 
governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). 

5. Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance) adalah peraturan 
internal pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLU/BLUD yang 
antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, 
dan tranparansi. 
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6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG 

Pasal 2 

(1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat 
independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah 
Sakit. 

(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada 
Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 
(1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai governing body Rumah Sakit 

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis 
perumahsakitan secara internal di Rumah Sakit. 

(2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial. 

Pasal 4 

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
Dewan Pengawas bertugas: 
a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit; 

b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis; 
c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran; 

d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; 

e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; 
f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan 

g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika 
profesi, dan peraturan perundang-undangan;  

(2) Dewan Pengawas yang dibentuk pada Rumah Sakit yang menerapkan 
PPK BLU/BLUD, selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan 
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Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik Rumah Sakit paling sedikit 1 
(satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-sewaktu atas permintaan 
pemilik Rumah Sakit. 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang: 
a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan 

keuangan Rumah Sakit dari Kepala/Direktur Rumah Sakit; 

b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan 
Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan 
Kepala/Direktur Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan 
rekomendasi tindak lanjut; 

c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya 
mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan 
sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit sesuai dengan 
Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola 
Tata Kelola (corporate governance); 

d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah 
Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai 
dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau 
Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance); 

e. berkoordinasi dengan Kepala/Direktur Rumah Sakit dalam menyusun 
Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital bylaws) atau Dokumen Pola 
Tata Kelola (corporate governance), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan 

f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah 
Sakit. 

Pasal 6 

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, 
Kepala/Direktur Rumah Sakit dapat mengangkat seorang Sekretaris 
Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas. 

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas. 

(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat 
bertindak sebagai Dewan Pengawas. 
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